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ABSTRAK

Simpanan berjangka (deposito) mudarabah merupakan salah satu produk di
BMT Barokatul Adzkia, Kembangsawit, Kambalan, Kebumen dimana
penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan
perjanjian tentang jangka waktu yang akan digunakan dengan ketentuan
yang tercantum dalam sertifikat milik BMT. Namun, ada anggota yang
terpaksa menarik simpanannya sebelum jatuh tempo, sehingga anggota akan
dikenai biaya penalti. Besaran biaya penalti dalam sertifikat simpanan
berjangka mudarabah adalah 10% dari jumlah simpanannya, jika diambil
sebelum jangka waktu yang ditentukan. Persoalan inilah yang membuat
ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dari praktik biaya penalti
dan sudut pandang hukum Islamnya.

Penelitian ini menggunakan tinjauan hukum ekonomi islam Al -
Maslahah Al — Mursalah dan Hukum Perikatan Islam. Penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang
didapat dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung
dari lapangan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari
catatan dan buku-buku terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
dokumentasi, observasi, dan wawancara, kemudian teknik analisis data
yang digunakan yaitu yuridis-normatif.

Berdasarkan hasil penelitian, biaya penalti yang diambil sebelum jatuh
tempo di BMT Barokatul Adzkia yang tertuang dalam sertifikat deposito
memang dibenarkan adanya, namun dalam praktiknya biaya penalti 10%
yang tercantum tidak diterapkan. Hal ini dilakukan dengan
mempertimbangkan ketentuan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Deposito dan juga hukum Islam yang berasas kebermanfaatan
dengan analisis maslalah mursalah. Tidak diterapkannya biaya penalti 10%
pada Simpanan Mudarabah Berjangka di KSPPS BMT Barokatul Adzkia
bertujuan untuk menghindari konflik demi kemaslahatan umat diganti
dengan penggantian dari nisbah bagi hasil dari bulan yang sudah berjalan
sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan untuk menghindari
likuiditas BMT.

Kata kunci :Biaya penalti, Simpanan Mudharbah Berjangka (deposito),
Maslahah Mursalah.



ABSTRACT

Mudarabah term deposits are one of the products at BMT Barokatul
Adzkia, Kembangsawit, Kambalan, Kebumen where withdrawals can only
be made at certain times based on an agreement on the term to be used
with the provisions stated in the BMT certificate. However, there are
members who are forced to withdraw their savings before maturity, so
members will be charged a penalty fee. The amount of the penalty fee in
the mudarabah term deposit certificate is 10% of the amount of the deposit,
if withdrawn before the specified period. This problem is what makes the
author interested in studying more deeply the practice of penalty fees and
the perspective of Islamic law.

This study uses a review of Islamic economic law Al - Maslahah Al -
Mursalah and Islamic Contract Law. This research is field research,
namely research obtained from primary data sources, namely data sources
obtained directly from the field. Secondary data sources are data sources
obtained from records and books related to the problems that the author is
studying. The data collection methods used in this study are
documentation, observation, and interview methods, then the data analysis
technique used is juridical-normative.

Based on the results of the study, the penalty fee taken before maturity
at BMT Barokatul Adzkia which is stated in the deposit certificate is indeed
justified, but in practice the 10% penalty fee listed is not applied. This is
done by considering the provisions of DSN Fatwa No. 03 / DSN-MUI / IV
/ 2000 Concerning Deposits and also Islamic law which is based on
benefits with the analysis of the mursalah problem. The non-application of
the 10% penalty fee on the Mudarabah Berjangka Deposit at KSPPS BMT
Barokatul Adzkia aims to avoid conflict for the benefit of the community
replaced by a replacement from the profit sharing ratio from the month
that has run according to the mutual agreement. This is done to avoid BMT
liquidity.

Keywords: Penalty fee, Mudharbah Berjangka Deposit (deposit),
Maslahah Mursalah.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia dalam berbagi peran
untuk memenuhi kebutuhan dalam hal keuangan/ekonomi adalah dengan
keberadaan Perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan tuntutan di
komunitas Islam yang menginginkan sistem perbankan dengan menerapkan
ajaran Islam yang sesuai tuntunan Alquran. Islam melarang keberadaan
praktik muamalah yang mengandung unsur maisir, gharar, dan riba.t
Memilih tempat penelitian ini, disebabkan karena adanya alasan yang
pertama adalah ditemukan dalam lapangan peneltian bahwa terdapat dari
2 tahun ( 2021-2023) banyakn anggota BMT yang mengambil sebelum
jatuh tempo pada mudhrabah berjangka ( deposito) dan juga ditemukan
lapangan adanya ketidaksesuaian dengan akad yang melakukan saat awal
kesepkatan waprestasi dengan BMT dan anggota dengan rincian data senilai
Rp. 400,juta dengan biaya pinalti 10%tanpa memungut bunga atau bagi
hasil atau bagi keuntungan. Meskipun era globalisasi sudah semakin
meluas, tidak semua wilayah atau kabupaten memiliki Bank Syariah. Hal
ini yang kemudian mendorong masyarakat untuk mendirikan lembaga

keuangan berprinsip syariah yang jangkauannya lebih kecil, yaitu BMT.

! Departemen Agama RI,” Al-Quran dan dan Terjemahannya 30
Juz”.Semarang CV Toha Putra, 1998



Keberadaan BMT inilah yang membantu masyarakat untuk tetap bisa
melaksanakan kegiatan perbankan dengan sistem figih muamalah sesuai
dengan syariah.

BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir
sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu
kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan
masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk
zakat, infaq dan shadagah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil
lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan
keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).2
Kehadiran Lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa
Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi
masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak
riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu
sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas
ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya
perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga
keuangan mikro konvensional lainnya.

Demikian juga pada salah BMT Barokatul Adzkia, Kembangsawit
Kambalan, Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen yang kehadirannya ikut

membantu masyarakat lokal dalam pengembangan ekonomi.® Pada

ZNur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis,
Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012, him. 317.

3Profil BMT Barokatul Adzkia Kembangsawit, Ambal, Kebumen.



prinsipnya, BMT ini hampir sama dengan bank, yaitu merupakan suatu
wadah agar seseorang dapat bertransaksi seperti penarikan, pinjaman,
hingga penyimpanan ataupun penitipan uang. Dalam sistem yang diterapkan
yakni praktik kerjasama antar pihak yang satu dengan yang lainnya yang
paling banyak diterapkan adalah kerjasama melalui bagi hasil. Di dalam
hukum Islam, praktik kerjasama bagi hasil ini masuk kedalam kategori akad
mudarabah.

Mudarabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau
berjalan. pengertian dari memukul atau berjalan diatas yang maksudnya
adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan
usahanya. Sedangkan pengertian mudarabah yang secara teknis adalah suatu
akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak
yang pertama ( shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal,
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.* Keuntungan dari usahanya
tersebut secara Mudarabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang
telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila usaha tersebut mengalami
kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pemodal selama
kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal.

Penerapan bagi hasil dalam hukum Islam harus memperhatikan prinsip
at-ta'awun artinya tolong - menolong maksudnya saling bantu- membantu

dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan.

4 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009, him.181.



yang termasuk sumber hukum sekunder di dalam Islam yang dapat
membahas muamalah dengan lebih detail yakni melalui pandangan al-
Maslahaah al-Mursalah karena konsep dari al-Maslahah al-Mursalah
tersebut tidak hanya kepada masalah ibadah, namun juga mengenai
permasalahan yang terjadi di muamalah. al-Maslahah al-Mursalah
merupakan kemaslahatan yang berpandangan baik dari akal, satu jalan
terhadap tujuan syara’ ketika terdapat penetapan suatu hukum, tetapi tidak
terdapat pula pedoman syara’ yang mengaturnya serta tidak terdapat juga
pedoman syarak yang menolak.® Hal ini berarti bahwa ditetapkannya suatu
hukum tidak lain kecuali guna menetapkan kemaslahatan umat manusia
yaitu mengambil manfaatnya serta menolak bahaya ataupun menghilangkan
kesulitan umat manusia.

Pada dasarnya agama Islam mengajarkan tentang bagaimana bentuk
kerjasama atau berserikat yang benar sehingga tidak memberatkan salah
satu pihak termasuk keuntungan yang bersifat berkelanjutan dan
kebermanfaatan. BMT Barokatul Adzkia menggunakan prinsip bagi hasil
melalui akad mudarabah dalam produk pendanaan mudarabah yaitu produk
deposito mudarabah/simpanan berjangka mudarabah. Produk deposito
mudarabah di BMT Barokatul Adzkia merupakan investasi dana

berdasarkan akad mudarabah dimana nasabah sebagai pemilik dana

®Ahmad Qorib & Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi
Islam™, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016: hal 55.



(shahibul maal) dan BMT Barokatul Adzkia bertindak sebagai pengelola
dana (mudharib).

Deposito mudarabah di BMT Barokatul Adzkia ini menggunakan
sistem bagi hasil, dan penarikan dana oleh nasabah BMT Barokatul Adzkia
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah
dan BMT. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito.
Terdapat biaya penalti yang dikenakan pada nasabah di BMT Barokatul
Adzkia yang mengambil dana depositonya sebelum jangka waktu yang
ditentukan sebesar 10 % dari besaran jumlah uang yang disetorkan. Jangka
waktu yang disediakan untuk nasabah untuk menyimpan uangnya adalah
mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Adapun nasabah yang ingin
melakukan pencairan dana deposito sebelum jatuh tempo mempunyai
berbagai alasan, seperti nasabah membutuhkan dana deposito untuk
menutupi  kebutuhan sehari-hari, untuk membeli bahan primer dan
sekunder.®

Sedangkan dalam praktiknya, BMT Barokatul Adzkia tidak
menerapkan akad biaya penalti sesuai yang tertuang dalam sertifikat
simpanan mudarabah berjangka dengan alasan agar tetap menjaga
hubungan baik secara islam dengan nasabah terkait pengelolaan dana.

Selain itu, BMT ikut meninjau lebih dalam alasan mengapa dana harus

® Wawancara dengan Teguh selaku Manajer BMT Barokatul Adzkia saat penulis
sedang melakukan kunjungan awal pada 8 Juli 2024.



ditarik sebelum jatuh temponya, berapa jumlah dana yang disetorkan dan
latar belakang nasabah.

Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan. Karena
pemungutan biaya penalti sebesar 10% merupakan persentase yang besar
untuk nasabah dan akan merugikan dan menimbulkan konflik antar kedua
belah pihak. Sedangkan penarikan dana yang tidak sesuai akad juga akan
merugikan pihak BMT seperti salah satunya terjadinya hambatan dalam
siklus perputaran dana modal dan. Biasanya BMT hanya akan menetapkan
pengurangan dana nisbah pada dana nasabah sesuai dengan jangka waktu
yang telah dilalui sesuai persentase nisbah yang tertulis dalam ketentuan
sertifikat simpanan mudarabah berjangka.

Menurut peneliti (saya) hal ini membuat kesimpangsiuran akad
mudarabah dan juga Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Deposito. Pada fatwa tersebut menyebutkan bahwa bank syariah atau
lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah
keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Namun, pada
permasalahan nasabah yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo yang
ditentukan akan menghambat akad mudarabah yang sudah disepakati.

Dalam hal ini BMT sebagai lembaga keuangan syariah islam tidak
boleh menjalankan produk - produknya yang bertentangan dengan syariah
karena BMT Barokatul Adzkia disebut sebagai mudharib yang memiliki
sifat amanah. Sifat tersebut harus berhati - hati dan beritikad baik serta

bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau



kelalaian dan sanksi atau denda yang tertulis dalam akad yang telah
disepakati antara BMT dan nasabah, serta tidak adanya pihak yang
dirugikan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) untuk kedua pihak.

Antara pihak BMT dan nasabah, sebelum melakukan transaksi
pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah
pihak dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah sertifikat simpanan
mudarabah berjangka. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah
terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi
dalam praktiknya, akan dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh nasabah
atau tidak menaati ketentuan - ketentuan akad simpanan mudarabah
berjangka sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya, baik secara
sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan dalam hukum islam seseorang itu
diwajibkan untuk memenuhi perjanjian- perjanjian yang telah disepakati.

Terjadinya biaya penalti pada simpanan mudarabah berjangka yang
diambil sebelum jatuh tempo mempunyai dampak negatif seperti berpotensi
terjadinya konflik antara BMT dan nasabah yang kemudian menimbulkan
konflik. Permasalahan ini ditinjau dengan maslahah mursalah karena
permasalahan mekanisme penyelesaian konflik ini tidak diterangkan secara
jelas dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Adanya konflik ini jelas akan
menimbulkan kerugian pihak BMT maupun nasabah, terutama pada modal
pembiayaan nasabah yang membuat berkurangnya modal dana/pemasukan
bagi BMT hingga berkurangnya proses pembiayaan yang ditawarkan untuk

anggota/nasabah. Oleh karena itu mekanisme penyelesaian ini perlu



digunakan pada nasabah yang melakukan wanprestasi tersebut untuk
kebaikan kedua belah pihak.

Ketentuan mengenai pelaksanaan simpanan mudarabah berjangka
yang dilakukan oleh BMT perlu ditinjau dari segi maslahah mursalah.
Dalam maslahah mursalah dijelaskan tentang mempertimbangkan
kemaslahatan yang hakiki dan bukan bersifat dugaan, dapat diterima oleh
akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia atau
menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh dalam pelaksanaan
simpanan mudarabah berjangka. Bahwa maslahah mursalah ini
mempunyai alternatif dari suatu permasalahan pada simpanan mudarabah
berjangka. Pada proses dana simpanan mudarabah berjangka sesuai prinsip
syariah, maka kenyataannya di BMT saat deposito harus mengetahui syarat-
syaratnya baik pihak BMT maupun nasabah. Pada produk deposito posisi
nasabah sebagai shahib al-mal dapat melakukan penarikan di luar jangka
waktu/tempo yang sudah disepakati dalam sertifikat akad simpanan
mudarabah berjangka, dan mendapat biaya penalti sebesar 10% yang dalam
pelaksanaanya tidak dilakukan penalti sesuai akadnya.

Dengan demikian, berdasarkan paparan tersebut maka peneliti
melakukan penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS AL-MASLAHAH
AL-MURSALAH TERHADAP BIAYA PENALTI PADA SIMPANAN
MUDARABAH BERJANGKA (DEPOSITO) (Studi Kasus: KSPPS
BMT Barokatul Adzkia Kembangsawit Kecamatan Ambal Kabupaten

Kebumen)”



Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka
penulis membatasi penelitian yakni pada aplikasi biaya penalti ditinjau dari

maslahah mursalah dan fatwa DSN-MUI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas, maka peneliti menentukan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana  penerapan biaya penalti pada produk simpanan
mudarabah berjangka (deposito) yang diambil sebelum jatuh tempo
di BMT Barokatul Adzkia?

2. Bagaimana analisis maslahah mursalah meninjau tentang biaya
penalti pada simpanan mudarabah berjangka (deposito) yang diambil

sebelum jatuh tempo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai
berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan sistem mudarabah di BMT Barokatul
Adzkia, Kembangsawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten
Kebumen.

2. Mengetahui mekanisme maslahah mursalah terhadap simpanan
mudarabah berjangka (deposito) di BMT Barokatul Adzkia,
Kembangsawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

3. Menganalisis mekanisme maslahah mursalah mudarabah di BMT

Barokatul Adzkia, Kembangsawit Kecamatan Kutowinangun



Kabupaten Kebumen.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1.

a.

Kegunaan Teoritis

Memberikan gambaran sistem mudarabah di BMT Barokatul
Adzkia, Kembangsawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten
Kebumen.

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ketentuan
maslahah mursalah pada biaya penalti di simpanan mudarabah

berjangka (deposito) di BMT.

. Kegunaan Praktis

Kegunaan Bagi BMT

Memberikan gambaran sistem mudarabah di BMT Barokatul

Adzkia, Kembangsawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen,

sehingga bisa dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem

mudarabah bagi pengelola BMT.

b.

Kegunaan Bagi Nasabah

Memberikan gambaran prosedur dalam sistem biaya penalti di

simpanan mudarabah berjangka (deposito) di BMT Barokatul

Adzkia, Kembangsawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten

Kebumen, sehingga nasabah mampu memilih bentuk mudarabah

yang sesuai dengan kemampuan nasabah.

C.

Kegunaan Bagi Penelitian

10
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Memberikan gambaran dalam pengembangan ketentuan maslahah
mursalah pada sistem biaya penalti pada simpanan mudarabah
berjangka (deposito) di BMT, sehingga menjadi rujukan dalam

pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki
kesamaan tema, yakni:

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Mudarabah Dalam
Produk Simpanan Mudarabah Qurban (Simudaqu) Pada Baitul Tamwil
Muhammadiyah (Btm) Bina Masyarakat Utama Bandarlampung” oleh
Soraya Atikah.” Hasil penelitian ini menggunakan akad mudarabah
sebagai acuan dalam produk Simpanan Mudarabah Qurban masih
banyak kekurangan dalam segi promosi sehingga anggotanya sedikit.
Bahkan, penggunaan akad mudarabah pada Simpanan Mudarabah
Qurban ini sedikit melenceng dari ketentuan simpanan mudarabah itu
sendiri.

2. Penelitian yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-
MUI/VI1/2002 tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah

Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang,

7 Soraya Atikah. “Analisis Penerapan Akad Mudarabah Dalam Produk Simpanan
Mudarabah Qurban (Simudaqu) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (Btm) Bina
Masyarakat Utama Bandarlampung”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.)
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2023” oleh Risma Arisejati.® Hasil tugas akhir ini menyimpulkan bahwa
pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan
murabahah di BSI kantor cabang pelayanan kota Serang mengikuti
pedoman yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No0.23/DSN-
MUI/111/2002 dalam pelaksanaannya.

3. Penelitian lainnya yang dibuat oleh mahasiswa IAIN METRO Lampung
yang berjudul “Analisis Pengaruh Risiko Kepatuhan pada Produk
Deposito Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas PT.BPRS Metro
Madani Kantor Cabang Tulang Bawang Barat” karya Ayu Shufi Nuria®.
Penelitian tersebut menerangkan bahwa BPRS Metro Madani tidak
menerapkan undang — undang no.21 tahun 2008 pasal 1 angka 22
deposito. Yaitu pemberian kebijakan deposito mudharabah dapat
dicairkan sewaktu-waktu dengan tidak ada pembebanan denda atau
penalti yaitu sebagai pencapaian target Kkinerja untuk membantu
nasabah, serta sebagai strategi menarik minat nasabah.

4. Penelitian yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah di

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (Perspektif Hukum

8 Risma Arisejati, “Implementasi Fatwa DSN-MUI N0.153/DSN-MUI/ V1/2002
tentang Pelunasan Hutang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank BSI
KCP Kota Serang,” (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah), Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN
Metro Lampung, 2023)

’Ayu Shufi Nuria, “Analisis Pengaruh Resiko Kepatuhan pada Produk Deposito
Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Kantor Cabang BPRS Metro Madani di
Tulang Bawang Barat,”(Skripsi Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam,)Skripsi,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung, 2023)
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Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Tri Yuniasih!®, yang meneliti
tentang penerapan penalti bagi hasil pada deposito di BMT Dana
Mentari. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan penalti bagi hasil
pada deposito di BMT tersebut dianggap tidak sesuai dengan fatwa DSN
No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan deposito sebagai investasi
dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak melanggar
prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu
tertentu sesuai dengan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.
Dalam penelitian yang akan dikaji ini berbeda dengan penelitian
sebelumnya, pada penelitian ini lebih menekankan pada analisis al-
maslahah al-mursalah terhadap sistem mudarabah pada simpanan berjangka
(deposito) dengan studi kasus di BMT Barokatul Adzkia Kembangsawit

Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

Kerangka Teoritik

1. Perikatan Islam

Menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan merupakan suatu hubungan hukum
antara dua pihak atau lebih, yang berdasarkan hal itu, pihak yang satu behak
menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berhak untuk

memenuhi tuntutan itu.!* Menurut Prof. Subekti, perikatan memiliki arti

10y Yuniasih, “Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Di BMT Dana Mentari
Muhammadiyah Purwokerto (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah),” Skripsi, Fakultas
Syariah IAIN Purwokerto, 2020.

11 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
him. 6.
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yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian, karena perjanjian hanya
merupakan salah satu sumber hukum dari sebuah perikatan, di samping yang
lahir dari undang-undang. Selain itu juga, perikatan mengandung makna
yang abstrak, sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa yang
konkret. Dengan demikian, perjanjian dan undang-undang merupakan
peristiwa konkret yang melahirkan suatu perikatan yang abstrak.'?

Terdapat dua istilah di dalam Al-Qur*“an yang membahas mengenai
perjanjian, yaitu al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji). Untuk pengertian akad
secara bahasa yaitu, ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabht),
maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan
mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya
bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.™®

Sedangkan para jumhur ulama juga memberikan definisi akad
sebagai, pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang
menimbulkan  akibat hukum terhadap objeknya.  Abdoerraoef
mengemukakan, bahwa terjadinya suatu perikatan (al-‘aqdu) melalui tiga
tahap, yaitu:'*

a. Al-‘Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan

2 Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),
him. 7.

13 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan di Indonesia, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), him. 43.

14 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan di Indonesia, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), him. 44.
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sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya

dengan kemauan orang lain. Karena pada dasarnya janji tersebut

mengikat orang yang telah melaksanakannya.

b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terahadap janji yang
dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan
janji pihak pertama.

c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka
terjadilah apa yang dnamakan ‘akdu’ oleh Al-Qur“an yang terdapat
dalam QS. Al-Maidah ayat 1. Maka, yang mengikat masing-masing
pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau
‘ahdu, melainkan ‘akdu’.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam
dengan KUHPerdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan
Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua
tahap), baru kemudian lahir perikayan. Adapun pada KUHPerdata, perjanjian
antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian
menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam
hukum perikatan Islam, titik tolak paling membedakannya adalah pada

pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam setiap transaksi. Apabila dua
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janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar, maka
terjadinya ‘aqdu (perikatan).®®
Salah satu akad yang masuk dalam hukum perikatan islam adalah akad
Mudarabah. Mudarabah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk
bekerjasama dalam suatu usaha. Pihak pertama, yang disebut shahibul maal,
menyediakan modal penuh sebesar 100%, sedangkan pihak kedua bertindak
sebagai pengelola bisnis yang disebut mudharib. Pembagian hasil dari usaha
dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. 1
Dalam akad deposito mudarabah, ada ketentuan biaya penalti. Biaya
penalti adalah denda yang dikenakan jika pelanggan yang memiliki
rekening deposito mudarabah melakukan pencairan produk sebelum jatuh
tempo.r” Selama bertahun - tahun dengan adanya produk Simpanan
Mudarabah Berjangka (deposito) ini, belum ada yang dikenakan denda
penalti sesuai kesepakatan akad pada ketentuan sertifikat simpanan. Hal ini
sebagal langkah untuk menarik kesetiaan nasabah pada BMT. Lebih lanjut,
Dewan Syariah Nasional (DSN) dari Majelis Fatwa Indonesia telah

mengeluarkan fatwa terkait deposito syariah, yaitu fatwa No. 03/DSN-

15 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan di Indonesia, (Depok: Prenadamedia Group,
2018), him. 44.

16 gitj Afifah, Ahmad Sobari, and Hilman Hakiem, “Analisis Produk Deposito
Mudarabah Dan Penerapannya Pada PT BPRS Amanah UmmahAn Analysis of Mudaraba
Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah,” Jurnal Al-Muzara’ah 1,n0.2 (2013):
hal 60.

17" Murtadho Ridwan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”,

MALIA, Vol. 1 (2017), hlm. 55.
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MUI/1V/2000, yang menegaskan bahwa deposito yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah adalah yang menggunakan perhitungan bunga.

Sebaliknya, deposito yang sesuai dengan prinsip syariah adalah
deposito syariah mudarabah. Menurut Fatwa DSN No.03 DSN-MUI/2000
Tentang Deposito ditetapkan pada hari Sabtu, Tanggal 26 dzulhijjah 1420
H./1 april 2000 oleh Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia oleh
Ketua Ali Yafie dan sekretaris Nazri Adlani, fatwa ini menentukan deposito
yaitu: deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang
berdasarkan perhitungan bunga.

Tentang biaya riil sebagai ta’widh dalam wanprestasi biaya penalti
deposito tidak sesuai dengan maslahah mursalah dan fatwa DSN-MUI,
yang pertama dengan fatwa DSN-MUI ini;®

a. Biaya riil yang boleh dikenakan oleh LKS (Lembaga Keuangan

Syariah) kepada nasabah harus memenuhi kriteria dapat ditelusuri atas

biaya penagihan dan

b. Kkerugian riil yang nyata-nyata terjadi sebagai keputusan, kewajaran,

dan kelaziman dalam proses bisnis.

c. Terkait langsung biaya penagihan dan kerugian akibat pembatalan

yang bersifat variabel yang telah terjadi.

d. Jumlah nilainya harus memenuhi prinsip kepatutan, kewajaran, dan

kelaziman .

18 Majelis Ulama Indonesia (MUI), “FATWA MUI - DSN MUI - NO: 1 291 DSN-
MUIA/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh
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e. Ta'widh hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang

sudah dikeluarkan akibat wanprestasi.

2. Maslahah Mursalah
Menurut Al-Buthi sebagaimana dinukil Dahlan, maslahah merupakan

setiap hal yang memberikan kemanfaatan sesuai dengan yang diinginkan
oleh syariat untuk kepentingan hambanya dalam menjaga kelima pokok
komponen magashid al-Syariah disesuaikan dengan urutan tertentu.®
Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak
didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara’ melalui dalil yang
rinci. Maslahat ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang
mengesahkan ataupun membatalkannya. la merupakan maslahat mutlaq,
yang tidak memiliki kaitan atau gantungan khusus pada teks syari’at. Dalam
bahasa al-Ghazali, mashlahat seperti ini disebut dengan Istislah, sementara
Abdul Wahab Khalaf menamakannya dengan Munasib Mursal.?

Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan bahwa secara
redaksional terdapat perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama yaitu
bahwa yang dimaksud dengan maslahat adalah suatu sarana untuk
menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang

bersendikan asas menarik manfaat dan menolak kemudharatan.

19 Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, Malang: UIN-Malang Press 2007, hlm. 120.

20 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘lim al-Ushul..., hal. 250 dan Abdul
Wahab Khalaf, Ilmu Ushul..., hal 53
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G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang berbasis Field
Research/penelitian lapangan, vyaitu penelitian yang dilakukan di
lingkungan masyarakat maupun dikantor, dengan metode kualitatif yang
menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian dilakukan di BMT
Barokatul Adzkia, Kembangsawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten
Kebumen.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitik
terkait pelaksanaan sistem mudharabah di BMT Barokatul Adzkia,
Kembangsawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, dan
mengetahui mekanisme maslahah mursalah terhadap mudharabah di BMT
tersebut, serta menganalisis mekanisme maslahah mursalah mudharabah di
BMT Barokatul Adzkia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Barokatul Adzkia Kembangsawit

Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. BMT ini termasuk

daerah ramai penduduk terutama para pedagang, dan pengusaha, karena

berada di pusat kecamatan Kutowinangun.
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan di BMT Barokatul Adzkia Kembangsawit

Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. BMT ini termasuk
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daerah ramai penduduk terutama para pedagang, dan pengusaha, karena
berada di pusat kecamatan Kutowinangun.

a. Metode Wawancara
Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik
pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung atau
wawancara secara indepth interview kepada pihak BMT
Barokatul Adzkia Kembangsawit Kutowinangun untuk
mendapatkan informasi dan data melalui instrumen penelitian
berupa kuesioner terbuka. Metode wawancara (indepth
interview) ini bertujuan untuk menggali informasi secara
langsung kepada informan atau pemberi informasi baik kepada
manager, telemarketing, dan nasabah di BMT Barokatul Adzkia.

b. Metode Observasi
Metode ini digunakan untuk pencatatan dan pengamatan
terhadap mekanisme dan pelaksanaan maslahah mursalah pada
sistem mudharabah di BMT Barokatul Adzkia.

c. Metode Dokumentasi
Merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa pencatatn buku dengan cara meminjam buku atau
laporan-laporan untuk mengumpulkan data tentang hal hal yang
berkaitan dengan keadaan BMT Barokatul Adzkia.

4. Metode Analisis Data
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Dalam melakukan analisis data, maka harus mengumpulkan data
terlebih dahulu, kemudian kita baru menggunakan metode deskriptif
analisik. Kemudian sesudah data dikumpulkan, maka menganalisis data
dari hasil yang diperolen dari sumbernya. Dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan
permasalahan peristiwa yang ada. Maka akan tergambarkan bagaimana
pelaksanaan sistem mudharabah di BMT Barokatul Adzkia,
Kembangsawit Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, dan
mengetahui mekanisme maslahah mursalah terhadap mudharabah di
BMT tersebut, serta menganalisis mekanisme maslahah mursalah
mudharabah di BMT Barokatul Adzkia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat
Primer . Data primer adalah jawaban dan sejumlah pertanyaan kepada
responden. ). Data primer pada penelitian ini adalah hasil yang diperoleh
dari melalui kuesioner terbuka dengan metode wawancara (indepth
interview). Data primer pada penelitian ini adalah hasil yang diperoleh
dari karyawan dan nasabah BMT Barokatul Adzkia, Kembangsawit
melalui  kuesioner terbuka dengan metode wawancara (indepth
interview).

Data primer pada penelitian ini adalah hasil yang diperoleh dari
karyawan BMT Barokatul Adzkia, Kembangsawit. Data yang diperoleh
dan data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data (Sujarweni, 2018). Selain data
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primer, dalam analisis data Peneliti jJuga menggunakan data sekunder
dengan cara penelusuran data sekunder berupa jurnal, buku, catatan, dan
literasi lainnya yang dapat menggali informasi lebih lanjut dan data

dukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pada bab pertama ini didasarkan pada masalah secara umum.
Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika
penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang Tinjauan Al-Maslazah Al-Mursalah
Terhadap Biaya Penalti Simpanan Mudarabah Berjangka (Deposito) di
BMT/Lembaga keuangan.

Bab ketiga, berisi tentang sejarah berdirinya BMT Barokatul Adzkia,
Kembangsawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, Struktur
Organisasi dan tugas serta produk-produk yang ada pada BMT Barokatul
Adzkia.

Bab keempat,Berisi tentang bagaimana pelaksanaan sistem mudarabah
di BMT Barokatul Adzkia, Kembangsawit Kecamatan Ambal Kabupaten
Kebumen, dan mengetahui mekanisme maslahah mursalah terhadap biaya
penalti pada simpanan mudarabah berjangka (deposito) di BMT tersebut,
serta menganalisis mekanisme maslahah mursalah mudarabah di BMT

Barokatul Adzkia.
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Bab kelima, yang terdiri dari kesimpulan hasil analisis di bab keempat
dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan

dengan tema penulisan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang biaya

penalti pada pencairan deposito Mudharabah sebelum jangka waktu yang

ditentukan, yang dilakukan di KSPPS BMT Barokatul Adzkia

Kembangsawit Kambalan, Kebumen, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan biaya penalti pada produk simpanan mudharabah berjangka
(deposito) yang diambil sebelum jatuh tempo di BMT Barokatul Adzkia
Kembangsawit, Kambalan, Kebumen adalah berapapun nominal
depositonya biaya penalti yang harus dikeluarkan nasabah adalah
sebesar jumlah bagi hasil yang didapat dari jumlah bulan berjalan dan
pengenaan penalti ini harus didasarkan rela sama rela, akan tetapi jika
nasabah keberatan dengan adanya penalti maka pihak BMT memberikan
solusi dengan memberikan dana pinjaman mendesak sesuai dengan
kebutuhan nasabah.

2. Analisis Maslahah mursalah meninjau tentang biaya pianlti pada
simpanan mudharbah berjangka (deposito) yang diambil sebelum jatuh
tempo adalah dengan melalui analisis maslalah mursalah, yang
menganut asas kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat disini sesuai
QS. Al-A’raf 56 adanya larangan tindak apaun yang mengakibatkatkan
kemudaratan tetapi Allah SWT tidak akan memerintahkan hamba-Nya

untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kemaslahatan atau kebaikan

95
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bagi oranglain. Menggunakan prinsip Maslahah Mursalah sesuai
menurut al- Ghazali adalah suatu usaha untuk mencapai manfaat dan
mencegah mudharat sesuai konsep magqasid syariah yaitu dari sekedar
maslahah mursalah (maslahat-maslahat lepas dari jangkauan syara’)
menuju asas-asas hukum. Begitu juga biaya penalti yang ada di BMT
Barokatul Adzkia, besarnya biaya penalti tersebut akan membuat
berkurangnya para anggota/nasabah BMT. Sehingga penggantian biaya
penalti hanya dengan pemotongan jumlah nisbah/bagi hasil dari bulan
yang sudah berjalan saja. Hal ini juga diterapkan untuk menghindari

likuiditas BMT.

B. Saran

1. Bagi KSPPS BMT Barokatul Adzkia seharusnya tidak
mencantumkan biaya pinalti pada sertifikat simpanan mudarabah.
Namun, diganti dengan perjanjian akad awal sesuai kesepakatan
anatara nasabah dan pihak BMT.

2. Bagi para anggota seharusnya mengambil Simpanan Berjangka
(deposito) di KSPPS BMT Barokatul Adzkia sesuai dengan tanggal

jatuh tempo agar tidak dikenakan penalti/denda.
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